PUTUSAN HAKIM BATAL 


DEMI HUKUM











KASUS POSISI:





Sore yang naas bagi Achmadi dan Aris Hadiyanto; wkatu itu, Maret 1995, hujan turun sangat lebatnya.  Baik Aris maupun Achmadi bersamaan mengendarai motor, Aris berjalan di jalur kanan, sedang Achmadi di jalur kiri yang berlawanan arah.  Aris yang berada di jalur kanan lebih beruntung dibanding Achmadi.  Dijalur kanan, kondisi jalan dalam keadaan baik, sehingga memungkinkan Aris melaju dengan kecepatan 60Km/Jam agar dapat segera tiba ketempat tujuan.  Berbeda dengan jalur kanan, kondisi jalur kiri rusak berat, berlubang-lubang, tentu akan lebih menyulitkan saat hujan turun.





Karena keadaan yang demikian, Achmadi yang memboncengkan istrinya, memutuskan untuk berteduh di rumah penduduk yang memadati pinggir kedua jalur jalan yang berada dipinggiran Kabupaten Cilacap





Pada saat melakukan perkawinan dengan Amalaka, Patricia sebenarnya masih berkebangsaan Australia.  Baru 2 minggu setelah keduanya menikah, tepat tanggal 11 Desember 1989, Patricia yang berganti nama Halimah berkebangsaan Indonesia.





Sebelum menyebrangi jalur kanan, Achmadi menengok untuk memastikan dibelakangnya tidak ada kendaraan.  Setelah ia merasa dapat menyeberang  dengan aman, Achmadi membelokkan kendaraannya melintasi jalur kanan tanpa memberi tanda apapun.


Achamdi tidak memperhatikan motor Aris melaju kencang dihadapannya., kecelakaanpun terjadi, ketika Aris gagal untuk menghindari Achmadi yang disangkanya masuk ke jalur kanan, untu kmenghindari lubang yang berada di sebelah kiri, Achmadi jatuh terpental dari motornya dan meninggal seketika, sedangkan istrinya jatuh pingsan.


Aris yang memboncengkan Heri, tidak mengalami luka yang berarti.  Hanya kendaraanny yang rusak.





Hasil Visum Et Repertum menunjukkan bahwa Achmadi meninggal, akren akecelakaan yang menyebabkan Tempurung Kepalanya pecah, dari telinga dan hidungnya keluar cairan merah seperti darah.





Karena kejadian itu, Aris menjadi Terdakwa di Pengadailan Negeri Cilacap dengan tuduhan menyebabkan orang lain meninggal dunia, akibat kelalaiannya.  Pada saat mengendarai motor, Aris tidak mengenakan helm pengaman dan ia belum memiliki SIM.





Jaksa mendakwa ia telah melanggar Pasal 359 KUHP.  Dalam Requisitoirny, Jaksa Penuntut Umum, menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enad) bulan dengan masa percobaan satu tahun.








PENGADILAN NEGERI:





Hakim Pertama yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:


Unsur Pasal 359 KUH Pidana adalah sebagai berikut:


1. Karena Kealpaannya;


2. Menyebabkan orang lain mati.


Ad. 1. Terdakwa membonceng Saksi ke-3 mengendarai motornya di jalur jalannya sendiri dan melihat kendaraan yang dikendarai Achmadi (korban) membelok ke kanan, memotong jalan jalan Terdakwa tanpa memberi isyarat, walaupun Terdakwa masih sempat menghindar ke kiri, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat, kira-kira dua meter, maka tabrakan tidak dapat dihindari lagi.





Dari barang bukti diketahui bahwa yang mengalami kerusakan atau kendaraan yang dikemudikan Terdakwa.  Bagian yang rusak ada ditengah, sebelah kanan dan sebelah kiri, sedangkan kendaraan korban, tidak mengalami kerusakan apapun.


Majelis menyimpulkan bahwa kendaraan korban yang menabrak kendaraan Terdakwa mengenai bagian tengah sebelah kanan, lalu kendaraan Terdakwa terpental dan jatuh ke kiri,s ehingga yang rusak disamping bagian tengah kanan, juga bagian kiri.





Seharusnya korban berhati-hati dengan memberi isyarat lebih dahulu dan mendahulukan kendaraan yang datang dari depan/belakang.


Korban langsung menyebrang dan menabrak kendaraan Terdakwa, Majelis menilai laju kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa masih dalam batas kewajaran.





Fakta bahwa Terdakwa tidak menggunakan helm dan tidak mempunyai SIM  meskipun melanggar Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1992, tetapi tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan bukan penyebab terjadinya persitiwa tersebut.





Dengan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Unsur karena kealpaannya, tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan.  Oleh karena ternyata, kematian korban bukan dikarenakan kealpaan Terdakwa.  Dengan tidak terbuktinya salah satu unsur Pasal yang didakwakan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.





Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis memberi putusan : 





-	Menyatakan bahwa Terdakwa Aris Hadiyanto menurut hukum dan keyakinan, telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya;


-	Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;


-	Dst..............dst.............dst...........








MAHKAMAH AGUNG RI





Jaksa Penuntut Umum menolak Putusan Pengadilan Negeri dan mengajuikan Permohonan Kasasi dengan keberatan sebagai berikut :





Seharusnya Hakim Pengadilan Negeri memberikan pengertian yang luas terhadap unsur kealpaan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1981.K/Pid/1987).  Sebenarnya unsur Kealpaan terpenuhi dalam perkara ini.  Terdakwa belum memiliki SIM, sehingga tidak mengerti bagaimana harus bertindak dalam kondisi jalan rusak; cuaca buruk; dan jalan yang dilalui adalah pemukiman yang padat penduduk.


Meskipun Terdakwa berada di Jalurnya sendiri, tetapi ia dapat menimbulkan kecelakaan.  Hal ini menunjukkan adanya kealpaan.





Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 354.K/Kr/1980, No. 205.K/Kr/1980, dan No. 54.K/Kr/1975; menyebutkan : bahwa kesalahan pihak lain (korban), tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa.


Oleh karena itu, meskipun dalam perkara ini ada unsur kesalahan dari korban, tetapi tidak dapat menghapus kesalahan Terdakwa.





Mahkamah Agung R.I. setelah memeriksa perkara ini, berpendapat, bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan.


Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, penilaian hasil pembuktian adalah bersifat penghargaan tentang kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi.


Pemeriksaan Kasasi hanya berkenaan, tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 253 KUHAP.





Terlepas dari keberatan-keberatan Kasasi tersebut, Mahkamah Agung R.I. menyatakan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena Hakim tidak memuat Dakwaan Jaksa dalam Putusannya, sehingga melanggar ketentuan Pasal 197 (1c) Jo. Pasal 197 (2) KUHAP, oleh karena itu meskipun keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dikabulkan dan putusan Judex Facti dinyatakan batal demi hukum, dan Mahkamah Agung R.I. akan megadili sendiri Perkara ini.





Akhirnya Mahkamah Agung R.I. memberi putusan sebagai berikut :





MENGADILI :


Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 13 Juli 1995, Nomor.: 106/Pid/S/1995/PN.CLP, batal demi hukum.





MENGADILI SENDIRI :


-	Menyatakan bahwa Terdakwa, Aris menurut hukum dan keyakinan, tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya.


-	Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut.


-	Menetapkan barang bukti ................dst.


-	Memulihkan hak Terdakwa ...................dst.





CATATAN





Dari Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diatas, maka dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut :


Hakim Pidana yang tidak memuat surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusannya, merupakan pelanggaran terhadap Hukum Acara Pidana, ex Pasal 197 huruf “C” K.U.H.A.P, sehingga putusan Hakim tersebut adalah batal demi hukum.  Akibat Yuridis ini, telah diatur secara tegas dalam Pasal 197 ayat 2 K.U.H.A.P.


Demikian Catatan atas Kasus ini.





(Ali Boediarto)





Pengadilan Negeri di Cilacap :


	Nomor.: 106/Pid/S/1995/PN.CLP, Tanggal 13 Juli 1995.


Mahkamah Agung R.I.:


Nomor.: 1218.K/Pid/1995, tanggal 25 Maret 1996.


Majelis terdiri dari Para Hakim Agung :


SOENARJO, SH. selaku Ketua Sidang dengan Anggota :


KAHARDIMAN, SH. dan PAULUS WARDOJO, SH. serta NY. BETTINA YAHYA, SH. Panitera Pengganti





�
PENGADILAN AGAMA





JAKSA AGUNG BUKAN PEJABAT YANG BERWENANG


MENUNTUT PEMBATALAN PERKAWINAN








KASUS POSISI :





Patricia Alma Wiliams Maurer atau Warga Negara Australia, Tahun 1987, Patricia melakukan penelitian mengenai aspek Kepariwisataan di Pulau Lombok.


Selama melakukan penelitian, Patricia tingggal di Jalan Angkosa II/4 Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram bersama Lalu Amalaka alias Jamaluddin.





Selama 2 tahun tinggal dengan Amalaka, Patricia berniat menikah dengan Amalaka.  Demi niatnya, Patricia rela menukar Agamanya beralih ke Islam, keyakinan Amalaka  di Kantor Urusan Agama Cakranegara.


Patricia meminta kepala Kan tor Urusan Agama Cakranegara Lalu sebagai walinya dalam pernikahan tersebut.


Oleh perangkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, pernikahan itu dicatat di Akta Nikah seri NF. Nomor.: 138/III/5/1989 tanggal 2 Desember 1989.  Padahal, Patricia tinggal di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Mataram.





Pada saat melakukan perkawinan dengan Amalaka, Patricia sebenarnya masih berkebangsaan Australia.  Baru 2 minggu setelah keduanya menikah, tepat tanggal 11 Desember 1989, Patricia yang berganti nama Halimah berkebangsaan Indonesia.





Perkawinan Patricia dengan Amalaka berjalan normal, sampai Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengetahui tentang pernikahan Patricia dengan Amalaka.


Oleh pihak Kejaksaan Agung Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, perkawinan itu dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor.: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan~mengingat Patria - Amalaka tidak menikah di Wilayah Tanjung, tempat tinggal mereka, karena wali Nikah Patricia atau Kepala Kantor Urusan Agama dari Wilayah lain, dan pada saat menikah Patricia masih berstatus Warga Negara Asing.





Kejaksaan Tinggi minta ke Pengadilan Agama, agar perkawinan antara Patricia dengan Amalaka dibatalkan.





Karena persoalan ini, banyak kepentingan Patricia yang tidak dapat diselesaikan dan tertunda seperti penerbitan pasport Patricia yang akan digunakan untuk pergi ke Australia guna keperluan pengalihan harta kekayaannya di Australia atau untuk upaya pengobatan di Australia.





KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MOHON KEPADA PENGADILAN AGAMA SEBAGAI BERIKUT :





Mengabulkan permohonan Pemohon.


Menyatakan hukum, batal perkawinan Termohon I (Patricia Binti Maurer) dengan Termohon II (Lalu Amalaka) tanggal 30 Nopember 1989 di Cakranegara, seperti tertera pada Kutipan Akta Nikah Seri NF Nomor.: 138/III/5/1989.


Menyatakan bahwa Kuitpan Akta Nikah tersebut, tidak berlaku.


Menghukum Termohon I, II dan III (Lalu Akasyah, kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cakranegara) untuk membayar biaya perkara





Sedangkan Patricia mengajukan gugatan balasan Rekonpensi, mohon ganti rugi uang karena tidak dapat pergi ke Australia menyelesaikan urusannya, baik pengobatannya maupun kekayaannya.





Patricia, sebagai Penggugat Rekonpensi, menuntut sebagai berikut:





DALAM KONPENSI:


	Menolak gugatan Kepala Kejaksaan.








DALAM REKONPENSI:





Mengabulkan gugatan Penggugta Rekonpensi seluruhnya.





Menyatakan Hukum, Tergugat Rekonpensi telah “Melakukan Perbuatan Melawan Hukum” dengan sengaja mengajukan permohonan tanpa dasar hukum, sekedar untuk mengulur waktu penerbitan pasport, sehingga merugikan Penggugat Rekonpensi.





Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi dengan perincian:


1.	Ganti rugi moril Rp. 100.000.000,-


2.	Ganti rugi Oatoriil Rp 100.000,-/hari terhitung sejak tanggal 31 Januari 	1992.





DALAM KONVENSI & REKONVENSI:





	1.	Menghukum Pemohon/Tergugat Rekovensi membayar biaya 			perkara.


	2.	Atau putpusan lain berdasarkan Keadilan dan Hukum.





-	Selain menggugat balik pihak Kejaksaan Tinggi, Patricia melalui Kuasanya/Penasehat Hukumnya menggugat pula Bandesa, Oknum Imigrasi yang diduganya sebagai penyebab timbulnya masalah ini. Patricia beranggapan bahwa Bandesa sengaja mempermasalahkan perkawinannya dengan Amalaka dengan maksud untuk menguasai tanah Patricia di Gili Meno kepada Pengadilan Agama, Patricia sebagai Penggugat Insidential, meminta agar Pengadilan agama memberi putusan sebagai berikut: 





	1.	Mengabulkan gugatan Insidentil seluruhnya.


	2.	Menyatakan sah dan berharga Conservatoir Beslag yang telah 			diletakkan Ketua Pengadilan Agama Mataram.


	3.	Menyatakan Hukum bahwa Tergugat Insidential, Melakukan 			Perbuatan Melawan Hukum menggunakan wewenangan 				jabatannya untuk kepentingan pribadinya, sehingga menimbulkan 			kerugian moril & materiil  Penggugat Insidential


	4.	Menghukum Tergugat Insidentil karena keaslahannya dengan 			ganti rugi Rp. 500.000.000,- .


	5.	Dst....dst.....dst


		Atau putusan lain sesuai dengan hukum dan keadilan 





PENGADILAN AGAMA:





Hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara ini memberikan putusan Sela, tanggal 10 Maret 1992 Nomor: 28/Pdt.P/92/II/PA.MTR yang amarnya berbunyi:


”Sebelum memutus pokok perkara”:


1.	Menoalak Ekspesi tersebut seluruhnya.


2.	Menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara 	tersebut.


3.	Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya.


4.	Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.





“Sebelum memutus perkara pokok:


1.	Menyatakan gigatan Insidentil, tidak dapat diterima.


2.	Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gigatan 	Insidential tersebut.


3.	Menangguhkan putusan tentang biaya perkara, hingg putusan akhir.


4.	memerintahkan kepada pihak dalam pokok perkara untuk melanjutkan 	perkara mereka.





Sebelum memberikan putusan akhir, Majelis berpendirian sebagai berikut:


Pasal 22 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. Pasal 70, 71, 72, 73 dan 74, Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya mengemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, jika para pihaktidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.





Perkawinan antara Patricia dan Amalaka dilangsungkan pada 30 Nopember 1989 di kecamatan Cakranegara denga Wali Nikah Wali Hakim Akasyah (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara).  Termohon I (Patricia) memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tanggal 1 Desember 1989 atau 2 minggu setelah pernikahannya (Bukti P-9).  Oleh karenanya keterangan yang menyebutkan Identitas patricia sebagai Warga Negara Indonesia, sepantang keterangan tersebut, dibuat mengenai status Termohon I sebelum tanggal 11 Desember 1989 patut dikesampingkan.





Mengenai tempat tinggal Termohon I Patricia pada saat itu, majelis berpegang pada Bukti P-9 sebagai Kartu Identitas Termohon I yang sah pada saat itu, yakni di Jalan Angsaka II/4 Mataram.


-	Dengan pertimbangan tersebut:; keterangan saksi dan alat bukti P-6  hingga bukti P-10, maka Majelis menduga bahwa pembuatan model Na, Nh, Nf, dan model A.  (vide bukti P2a, b, c dan P-3), tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya, karenanya patut pula dikesampingkan.





Oleh karena pada saat melangsungkan perkawinan, Termohon I masih berkewarganegaraan Asing, maka perkawinan yang dilangusngkan antara Termohon I & II atau perkawinan campuran sebagai dimaksud Pasal 57 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1947.





Wali Hakim atau Wali Nikah yang ditunjuk Menteri Agama, atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan bertindak sebagai Wali Nikah (Vide Pasal 1 huruf b, KHI).  Sedangkan menurut ketentuan Pasal 4 (1) Jo. Pasal 2 (1) Permenag Nomor : 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim pada pokoknya bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan menmpelai wanita bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di Indonesia/di Luar Negeri/Wilayah Extra Teritorial Indonesia, ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau nafqud atau berhalangan atau adhal.





Dari tempat penyelenggaraan perkwainan, Wali Hakim Akasyah, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, berwenang menjadi Wali Hakim dalam Wilayahnya.





Dikaitkan dengan status calon mempelai wanita, Termohon I yang pada saat perkawinan dilangsungkan berkewarganegaraan Asing, maka perkawinan yang dilangsungkan antara Termohon I dengan II adalah perkwainan campuran, sebagai dimaksud Pasal 57 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974.





Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh Hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing dipenuhi (Pasal 60 (1)  Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974).





Dari kesaksian Akasyah, patut diduga bahwa prosedur seperti ditentukan Pasal 60 (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tidak dipenuhi atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya.  Sedangkan model Na, Nf, Nh, dan model A, patut dikesampingkan karena tidak didasarkan pada fakta sebenarnya.  Oleh karenanya perkawinan a - quo, tidak dapat dilangsungkan karena Wali Hakim Akasyah tidak berhak menikahkan Termohon I (Patricia)





Oleh karena perkawinan dilaksanakan oleh Wali yang tidak berhak, maka terdapat alasan  untuk dibatalkan, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.





Dengan dilaksanakannya perkawinan oleh wali yang tidak berhak, maka terdapat alasan untuk dapat dibatalkannya perkawinan tersebut (Vide Pasal 7 e KHI).  Dengan demikian, dalil-dalil jawaban Termohon I & II patut dikesampingkan.  Bukti-butki yang diajukan Termohon I & II, ternyata tidak dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon (Kejaksaan) . 





Majelis patut menyatakan hukum : batal perkawinan Termohon I & II yang dilangsungkan tanggal 30 Nopember 1989 di Cakranegara, Wali Nikah Kepala Kantor Urusan Agama.  Majelis patut menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/III/5/1989 tanggal 12 Desember 1989 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara tidak berlaku.





DALAM REKOPENSI:





Bukti-bukti dalam Rekopensi atau bukti-bukti dalam Konpensi demikian pula hal-hal yang telah terbukti dalam Konpensi dianggap telah terbukti dalam Rekopensi.





Penggugat Rekopensi memohon agar Pengadilan Agama mengabulkan gugatannya.  Pada pokoknya, berwenang Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989,


	Majelis berpendapat bahwa Gugatan Rekonpensi tersebut diluar jangkauan Pasal  49 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, oleh karenanya gugatan Rekonpensi bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama. 





Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima dan menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan Rekonpensi tersebut (Vide Pasal 157 (1) angka 2, Rechtsregment Voor de Buitengewesten - Rbg -)





DALAM REKOPENSI:





-	Biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon Konpensi, karena termasuk bidang perkawinan (Vide Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989), sehingga petitum permohonan Konpensi angka 4, patut ditolak, permohonan Pemohon Konpensi patut dikabulkan, sebagian dan ditolak selebihnya.





-	Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim memberi Putusan :





DALAM KONPENSI:





Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi sebagian dan menolak selebihnya.�


Menyatakan Hukum: Batal Perkawinan Termohon I (Patricia alias Halimah Binti Maurer) dengan Termohon II (Lalu Amalaka), tanggal 30 Oktober 1989 di Cakranegara, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Seri Nf. Nomor: 138/III/5/1982 tanggal 2 Desember 1989.





Menyatakan Kutipan Akta Nikah Seri Nf Nomor: 138/III/5/1989, tanggal 2 Desember 1989 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara tidak berlaku.


 


DALAM REKONPENSI:





Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima.





Menyatakan Pengadilan Agama tidak wenang mengadili gugatan Rekonpensi.�


DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:





-	Membebankan pada pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara.








PENGADILAN TINGGI AGAMA:





Termohon I dan II (Patricia Alma Williams dan L. Amalaka alias Jamaluddin) menyatakan banding terhadap putupsan Pengadilan Agama Mataram dengan keberatan-keberatan yang termuat dalam Memori bandingnya.





Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa perkara ini, tidak dapat menerima keberatan Pembanding.





Keberatan ad. 1. dari Pembanding, tidak dibenarkan Berdasar Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 Pasal 49 (1 & 2) beserta penjelasannya, antara lain menegaskan perkara pembatalan perkawinan, termasuk wewenang Pengadilan Agama, yang dengan sendirinya akan memeriksa sah - tidaknya perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam.





Keberatan ad. 2. tidak dapat dibenarkan, tidak ada keharusan untuk memerintahkan berpisahnya para Pembanding.





Keberatan ad. 3 dan 4, juga tidak dapat dibenarkan karena masih ada beberapa persyaratan formil dan materiil perkawinan yang belum dipenuhi  pada saat dilangsungkannya perkawinan untuk memperoleh kepastian hukum, yakni belum adanya Rekomendasi dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung (domisili Pembanding).  Berdasarkan Permenag R.I. Nomor : 2 tahun 1990, Pasal 21 (2) dan belum adanya Surat dari Kedutaan  Besar Australia di Jakarta, yang meyatakan bahwa memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia berdasarakan Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1974, Pasal 60 (1&2) Jo. Pasal 16A.B mengingat bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran, dimana bagi Patricia berlaku azas Personaliteit (Statuta Personalia).





Keberatan ke-5, juga tidak dapat dibenarkan, karena perkara pembatalan perkawinan adalah wewenang Pengadilan Agama, jika dilangsungkan menurut Agama Islam.


	Menurut tuntutan ganti rugi, bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama.





Kontra Memori Banding dari Terbanding dapat diterima seluruhnya.





Berdasar pertimbangan tersebut, terbukti bahwa perkawinan Pembanding mengandung cacat formil dan materiil, sehingga dapat dibatalkan.





Selan dari alasan hukum diatas, pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Agama dalam memutus perkara ini, sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan pertimbangan sendiri dari Pengadilan Tinggi Agama.





Akhirnya Pengadilan Tinggi Agama memberi putusan sebagai berikut:


-	Menerima permohonan pemeriksaan banding


-	Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 28/Pdt.P/1992/II/PA.MTR, tanggal 10 Agustus 1992 M bertepatan tanggal 11 Shafar 1413 H.


-	Dst....dst......dst.





MAHKAMAH AGUNG RI: 





Putusan Pengadilan Agama Mataram yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut, ditolak oleh Patricia Maurer dan mengajukan  permohonan Kasasi dengan keberatan yang pokokny sebagai berikut:


1.	Judex Facti telah salah menerapkan hukum, Hukum Perkawinan Islam; tidak dipertimbangkan dan hanya berpijak pada hukum administrasi yang diatur dalam Permenag RI Nomor : 2/1990 Pasal 21 (2) antara lain Surat Rekomendasi  dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung.  Putusan Perkara tidak didasrakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 76, yang dengan tegas menyebutkan syarat-syarat pembatalan perkawinan. Perkawinan dibatalkan hanya karena prosedur yang seharusnya itempuh dalam penyelesaian administrasi pernikahan campuran tidaj dijalankan. Tidak dipertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi atau, Mualaf, yang biasanya diberikan keringanan-keringanan, wali hakimnya juga tidak menguasai masalah-masalah perkawinan campuran  Alasan tidak adanya rekomendasi Kantor Urusan Agama telah formalitis, karena hukum kita juga mengenal domisili sementara.





Majelis Mahkamah Agng RI setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung RI akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:





Pemohon bukan Pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor: 1 tauhn 1974 Jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI).





Akhirnya Mahkamah Agung RI memberukan putusan yang amarnya sebagai berikut:





DALAM EKSPESI:





-	Mengabulkan Ekspesi Termohon








DALAM KONPENSI:





-	Menyatakan Permohonan Pemohon, tidak dapat diterima.








DALAM REKOPENSI:





-	Dst......dst.......dst.








CATATAN:





Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:





Bahwa Kejaksaan Agung - Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri-selaku Pengacara Negara - bukan merupakan Pejabat  yang berwenang untuk mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, sebagaimana yang dimaksudkan  Ex pasal 23 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 Jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Isalm.





Yang dimaksud dengan Pejabat dalam ketentuan ini adalah Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan Perkawinan menurut Undang-Undang.





Demikian catatan atas kasus ini.  


	





	(ALI BUDIARTRO)








Pengadilan Agama di Mataram:


Nomor: 28/Pdt.P/1992/II/PA.MTR. tanggal 10 Agustus 1992.M bertepatan tanggal 11 Shafer 1413 H.





Pengadilan Tinggi Agama Mataram:


	Nomor: 15/Pdt.G/1993/PTA, tanggal 22 Desember 1993 M. bertepatan tanggal 8 Rajab 1414 H.





Mahkamah Agung RI


	Nomor: 196.K/AG/1993/PTA, tanggal 15 Nopember 1995.


	


Majelis terdiri dari: H. YAHYA, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung RI selaku Ketua Sidang, dengan Anggota Para Hakim Agung: drs. H. TAUFIK, SH. dan H. CHAERUDDIN SIREGAR, SH. dan H. ACHMAD DJUNAEDI, SH. sebagai Panitera Pengganti.


